BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ &3 /2024

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG TELAH KEDALUWARSA DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

p—t

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3)
dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang secara nyata tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih oleh karena hal-hal tertentu, maka perlu
dihapuskan dari tata usaha piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 1);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
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Tabalong Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Yang Telah Kedaluwarsa Di Kabupaten Tabalong.
KEDUA : Piutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai
dari Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2022
sebesar Rp. 4.497.625.837,- (Empat Miliar Empat Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ruplah) terdiri dari:
a. Kecamatan Pugaan : Rp. 4.758.292,-
b. Kecamatan Upau : Rp. 36.202.968,-
c. Kecamatan Jaro - Rp. 49.080.428,-
d. Kecamatan Kelua : Rp. 52.908.738,-
e. Kecamatan Haruai : Rp. 83.673.120,-
f. Kecamatan Muara Uya : Rp. 217.634.414,-
g. Kecamatan Tanta : Rp. 324.475.389,-
h. Kecamatan Tanjung : Rp. 855.968.379,-
i. Kecamatan Murung Pudak : Rp. 2.872.924.109,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung |
pada tanggal 22 fedruan 2e24
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4 *ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.




